gelaksanaan Kebijakan Pengadaan Persediaan Obat Obatan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman
engan
E-Procurement
FEBRINA RAMADHANI P, Dwi Haryati, S.H., M.H.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bahfen. 2006. Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Departemen Kesehatan
Republik Indonesia, Jakarta.

Barito, Julius C. 2009. Skripsi : Analisis Yuridis Pelaksanaan Privatisasi Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia Studi Kasus Pt. Krakatau Steel
(Persero). Universitas Indonesia, Jakarta.s

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Pembaruan,
Yogyakarta.

Lukman, Sampara. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan. STIA LAN Press,
Jakarta.

Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE,Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung.

Morrison, Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith R. B., 2007, Research Methods
in Education, Routledge.

Munandar, M. 1991. Budgetting (Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja,
dan Pengawasan Kerja) Edisi Kedua, BPFE : Yogyakarta.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. Kesehatan Masyarakat llmu dan Seni. Rineka Cipta,
Jakarta.

Purnamasari, Dea Albina. 2013. Skripsi Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada
Waroeng Spesial Sambal “SS” Di Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sinambela, Dr. Lijan Poltak, M. M., M. Pd., dkk. 2008. Reformasi Pelayanan
Publik, teori, kebijakan dan Implementasi. Bumi Aksara, Jakarta.

Siregar, Charles J.P. & Dra Lia Amalia. 2003. Farmasi Rumah Sakit: Teori dan
Penerapan. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

78


https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Louis+Cohen%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lawrence+Manion%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Keith+R.+B.+Morrison%22&source=gbs_metadata_r&cad=7

gelaksanaan Kebijakan Pengadaan Persediaan Obat Obatan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman
engan
E-Procurement
FEBRINA RAMADHANI P, Dwi Haryati, S.H., M.H.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Soekanto, Soerjono. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia,
Jakarta.

Sutriatmoko. 2015. Tesis : Analisis Penerapan E-Procurement Obat dengan
Prosedur E-purchasing Berdasar E-Catalogue di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Program Pascasarjana S2 Fakultas Farmasi
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunggono,Bambang S.H., M.S. 1998. Metodologi Penelitian Hukum:Suatu
Pengantar, Ed.1. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Utrecht. 1986. Pengantar hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, Yogyakarta.

Bahan Internet:

Lubis, Abu Samman. 2014. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah
Harus Dipedomani? Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan,
Malang.(diakses dari www.bppk.depkeu.go.id/attachment tanggal 13 Maret
2016 pukul 21.19)

LKPP. Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Purchasing Obat (diakses dari e-
catalogue— https://e-katalog.lkpp.go.id Januari 2016 )

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);


http://www.bppk.depkeu.go.id/attachment
https://e-katalog.lkpp.go.id/

gelaksanaan Kebijakan Pengadaan Persediaan Obat Obatan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman
engan
E-Procurement

FEBRINA RAMADHANI P, Dwi Haryati, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ) ) . . . . . .
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/lIlV2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 585)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor741);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan
pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1400);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1239);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
18 Tahun 2012 tentang E-Tendering (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 16);

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Rumah Sakit

Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara
Elektronik



	DAFTAR PUSTAKA
	Bahan Internet:
	Peraturan Perundang-undangan:


